BAB V
KESIMPULAN

A. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan
mengenai peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur dalam
penataan program Raskin pada periode 2015-2019, maka
peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.
1. peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur dalam
penataan program Raskin memiliki dasar hukum yang
jelas dan kuat, terutama bersumber dari Pasal 8 Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir
Miskin. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah
melalui Dinas Sosial, kecamatan, dan pemerintah desa
telah  menjalankan  fungsi  pendataan, koordinasi,
pengawasan, dan pelaporan sesuai dengan kewenangan
yang dimiliki. Kehadiran pemerintah daerah dalam
program ini menunjukkan bahwa penanganan fakir miskin
bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat,
tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah

sebagai bagian dari penyelenggara pelayanan publik di
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tingkat lokal. Program Raskin pada masa itu juga
memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat
berpenghasilan rendah karena mampu meringankan beban
rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok.
. meskipun program Raskin memberikan manfaat yang
cukup besar, dalam pelaksanaannya tetap ditemukan
sejumlah  faktor penghambat yang memengaruhi
efektivitas ~ penataan  program. Hambatan-hambatan
tersebut antara lain sistem pendataan yang belum
terintegrasi  secara digital, tidak adanya mekanisme
transparansi yang dapat diakses publik secara mandiri,
belum tersedianya petugas khusus pengelola data sosial di
tingkat desa, keterbatasan anggaran dan tenaga lapangan,
serta belum adanya petunjuk teknis khusus tingkat
kabupaten yang mengatur pelaksanaan program secara
lebih spesifik sesuai kondisi lokal. Faktor-faktor ini
menyebabkan proses pembaruan data menjadi lambat,
pengawasan tidak selalu optimal, dan pelaksanaan

program di lapangan belum sepenuhnya seragam. Dengan
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demikian, dapat dipahami bahwa keberhasilan program
bantuan sosial tidak hanya ditentukan oleh niat baik
pemerintah, tetapi juga oleh kesiapan sistem, sumber
daya, dan perangkat pendukung yang memadai.

. Jika ditinjau dari perspektif siyasah tanfidziyah, penataan
program Raskin oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur
pada dasarnya telah mencerminkan nilai-nilai dasar
pemerintahan Islam, vyaitu amanah, keadilan, dan
kemaslahatan. Prinsip amanah tampak dari tanggung
jawab aparatur pemerintah dalam mengelola bantuan
sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Prinsip
keadilan terlihat dari upaya pemerintah untuk memastikan
bantuan sampai kepada pihak yang berhak menerima.
Sementara itu, prinsip kemaslahatan tercermin dari
hadirnya negara dalam membantu pemenuhan kebutuhan
dasar masyarakat miskin melalui bantuan pangan
bersubsidi. Walaupun masih terdapat kekurangan dalam
pelaksanaannya, pengalaman mengelola program Raskin

menjadi pelajaran berharga yang kemudian mendorong
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lahirnya sistem bantuan sosial yang lebih baik, lebih
transparan, dan lebih mudah diakses oleh masyarakat,
seperti  PKH, BPNT, aplikasi Cek Bansos, serta
keberadaan operator desa.
B. SARAN
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas,
peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur perlu terus
memperkuat sistem pendataan bantuan sosial agar lebih
akurat, cepat, dan sesuai dengan kondisi nyata masyarakat
di lapangan. Penggunaan sistem digital seperti SIKS-NG
perlu dimaksimalkan agar proses pembaruan data tidak
lagi bergantung pada alur manual yang panjang. Selain
itu, operator desa sebagai petugas pengelola data sosial
perlu terus diberikan pembinaan agar mampu
menjalankan  tugasnya secara tepat, tertib, dan
bertanggung jawab.

2. pemerintah daerah perlu meningkatkan transparansi

dalam pengelolaan bantuan sosial. Informasi mengenai
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penerima bantuan sebaiknya dapat diakses dengan lebih
mudah oleh masyarakat agar tidak menimbulkan
kesalahpahaman atau dugaan ketidaktepatan sasaran.
Transparansi tidak hanya penting untuk mencegah
persoalan di lapangan, tetapi juga untuk membangun
kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.
Dengan keterbukaan informasi, masyarakat dapat ikut
mengawasi jalannya program secara lebih aktif dan
partisipatif.

koordinasi antara Dinas Sosial, kecamatan, dan
pemerintah desa perlu terus diperkuat. Koordinasi yang
baik sangat dibutuhkan agar pelaksanaan program bantuan
sosial berjalan dengan lancar, tertib, dan seragam di
seluruh wilayah. Pemerintah desa sebagai pihak yang
paling dekat dengan masyarakat juga perlu dilibatkan
secara aktif dalam proses pendataan, verifikasi, dan
musyawarah penerima bantuan, sehingga program yang
dijalankan benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat

setempat.
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4. pemerintah daerah sebaiknya menyusun petunjuk teknis
khusus di tingkat kabupaten yang disesuaikan dengan
karakteristik wilayah Kabupaten Kaur. Petunjuk teknis ini
penting agar pelaksanaan program bantuan sosial tidak
hanya berpedoman pada aturan umum dari pusat, tetapi
juga memiliki pedoman operasional yang lebih rinci dan
sesuai dengan keadaan lokal. Dengan adanya aturan teknis
yang jelas, pelaksanaan program akan lebih mudah
dikendalikan dan lebih seragam antardesa.

5. bagi peneliti selanjutnya, kajian mengenai program
bantuan sosial di daerah dapat dikembangkan lebih luas
dengan meneliti program-program pengganti Raskin,
seperti BPNT dan PKH, agar dapat diketahui sejauh mana
perubahan sistem penyaluran bantuan benar-benar
memberikan dampak yang lebih baik bagi masyarakat.
Penelitian lanjutan juga dapat diarahkan pada aspek
efektivitas, partisipasi masyarakat, atau pengawasan

program bantuan sosial di tingkat desa dan kecamatan.
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